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risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang dise-

babkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa
dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian

diberi nama sebagai Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sejak

30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola,
pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek
ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi

efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi
dengan serius,

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah
berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19
melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi
penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang
demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam
berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk
melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis
instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang
dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan
hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum
dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan
terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar
harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari
berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!
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i ang Covid-
_ mencoba mengaitkan penanganan 19
pahkan banyak pmalf yang a temyata tidak berhubungan dengan yq_
4 Rezim peluenntﬂl'l‘*““arl an Covid-19.' Beberapa negara Yang

berhasilan respons g:":;n Korea Selatan, dan Selandia Baru memjljjq

dENOkraﬁsY;;;ﬂUh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indone.
kesiagaan

i kesulitan dalam menanggulangi Covid-19_
sia sendin',‘ mmpgkbl::::]::"gam yang totaliter mampu menanggulang;
Demikian _,.uga, e Vietnam atau China, sementara beberapa negara
dengan balk sep,:l;olak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negarany,
o lmnny:erhasilan pemerintah dalam meratakan kurva (flaten the
Umumnya, ke kepemimpinan dan administrasi pemerintah yang

hasil dari i *

curve) adalatl; ]:;as dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak adq
kampt‘:tetﬂa:h - disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi bg-
pemerin

; ons khususnya dalam kerangka yuridis.

831“:33 mﬂtk:;;:mg kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga
meudo::igp::jadmya krisis ekonomi dzu:t huk’um. LRk eko.n omis
Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 ak.an n:nemben efek
yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek al'aab.lla ditanggapi de-
ngan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan
tes massal dengan cepat, mengadakan langkah-langkah pelac.aka.n kontak,
menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang tj-
dak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan se-
kolah atau perguruan tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampalk
dari kasus di Korea Selatan.? Dalam konteks Asia Tenggara, maka contoh
yang paling jelas adalah apa yang terjadi di Vietnam® dan Singapura* se-
Jama gelombang pandemi pertama. Para pemimpin yang membuat kepu-
tusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik
dan pejabat medis mereka (scientific oriented policy) pada umumnya ber-
hasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah membuat
keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonomi dan
politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandemi,
dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

r—

 Ibnu Sina Chandranegara, Diantara yang terbaik dan terburuk dalam merespon Covid-19 di Asia Teng-
garg, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggarakan
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

*Riyaz Ul Khaliq, S Korea switches to e-education amid COVID-19 pandemic, https://www.aa.com.tr/en/
m-p?uﬁc/stwea-mltchmo—e—educalion—amld-covid-19-pandemid1786?50.

* Minh Vu and Bich T, Tran, The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success, httpsy/thediplomat.
W"'m -10-vietnams-covid-19-response-success/,
mﬂﬂwumwﬁﬂm@ Taiwan and Vietnam have been effective in fighting Covid-19, https//

m‘w’l“’*h”mﬁpmtaman-and-vietnam-have-been-efleclive-in-ﬁghting-covid-l?f.

nasi antar-instasi. Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah
para pemimpin tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak da-
lam mengatasi pandemi dan justru seperti seolah memprioritaskan aspek
Jain seperti ekonomi. Padahal dengan pertumbuhan eksponensial setiap
hari, nyawa warga negaranya semakin terancam. Apabila merujuk kepada
prinsip hukum salus populi suprema lex esto, seharusnya pemimpin mampu
mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 un-

tuk mengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kri-
tik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara
seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik.
Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan
Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang
politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo
(Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk mener-
bitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam
keadaan darurat) untuk menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang
keuangan negara yang justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas ke-
pada pejabat keuangan, dan pengenyampingan berbagai undang-undang
demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemim-
pin tersebut telah memprioritakan sektor yang tidak tepat dan terkesan
“aji mumpung”. Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang
memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan
untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan ber-
kumpul dan berbicara.® Berbeda dengan Hun Sen, Rodrigo Duerte, meng-
gunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk
mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggu-
langan Covid-19.5 .

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting,
khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang menyelamatkan jiwa
dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik
juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan menyeder- |
hanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat
dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan
seluruh otoritas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

* Rebecca Ratcliffe, Fears as Cambodia grants PM vast powers under Covid-19 pretext, 10 April 2020,

¢ Jullie Mcarthy, Concerns In Philippines After Duterte Given Emergency Powers To Fight COVID-19 Sp-
read, NPR, 24 Maret 2020,
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. kan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikyy,
menangani pase dan mengurangi pe:lambatar-l ekonomi mamy,,
stimulus kﬁfjahlem"raan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkap ke.
memenangkan kw) op[imaliSBSi koordinasi lembaga negara terkaijt 7
pemmpman tlﬂf“:;;’;‘ii sebagaimana terurai di atas, maka aspek .

W HSPd‘ajnkan peranan strategis dalam menjawantah berbagaj ke-
kum juga m-maksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 me.
bij.—,!;a.n a dim P ik menjadi strategis dikarenakan menjadj
lalui instrumen dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap
instrumen utama dap prinsip supremasi hukum. Tidak semua neg;.

terha
e ki ki K ks
berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setla!) lnegaranya, Oleh
karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai Elmuwan hukum
pada umumnya mastk ke dalam berbaga diskursus terkait dengan bidang
ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan membenka‘n'konu-ibu_
si gagasan terhadap solusi kxisis instrumen hulmm dalam kondisi pandemj;
yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemj
akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam merekayasa sos;.
al untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini dj.
alami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya
memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagas-
an perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya
produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditim-
bulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi
perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi
Covid-19. Selamat membaca!

Jakarta, medio September 2020

, Editor
Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara

—_—
" Joshua Kurlantzick, Can So th
B Utheast Asia Fend OIf the One-Two Punch of COVID-197, World Politics

n SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-15 p| INDONESIA

Pengantar Asosiasi Pimpinan

perguruan Tinggi Hukum Indonesia
(APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global
menurun, work from home (WFH) merebak, pembelajaran via online, prio-
ritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara,
penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawas-
an. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa
memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan “mungkin”
mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait de-
ngan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini
di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan
atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda ta-
nya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia
mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa.
Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bah-
wa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah pe-
nyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu
pandemi yang mengguncang dunia ialah Black Death atau Tragedi Maut
Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal
di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir
Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-
Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah tha’un dalam
karyanya Badzlul Ma’un fi Fadhlit Tha’un. Setidaknya disebutkan bahwa
wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah
scholars merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah sa-
tunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya
pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadi-
an semacam ini bisa terulang yang mana “aktor jahat” bisa merekayasa
pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya
2018’s on the Future, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di
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sl insIEOPEE, k;;n:m?;:’ldt: bisa belajar jangan tergannmgc;l;::
e et i
e mp;u dir sebuah buku karya Slavoj Zizek, filsuf psikoanalitik g,
kan, telah ran engupas fenomena Covid-19 begjudul Pan(dem)ic: Covig.;q
;::Ik:; J::gWodi Zizek menilai kepanﬂfan dalam men'ghadapi Covid-19
enunjukkan bahwa wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serjys,
pank, demikian JiZek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanikgy
membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sjs.
tem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagy;
sarjana Mans, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupg.
kan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbg,.
isme sistem pasar. Kritik Zizek dengan menggunakan perspektif kritis jn;
membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian itu, konsep Indonesia sebagai negara
hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki pendirian atas
berjalannya penanggulangan dari segi hukum dalam keadaan pandemj
yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakap
harus didasarkan hukum dan membawa manfaat mempercepat proses pe-

* mulihan. Oleh karena itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum In-
donesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebarly,.-
asan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahap
pandemi Covid-19 dari segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum
yang komprehensif yang mengulas berbagai isu hukum terkait soal-soa]
pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk pula Indone-
sia. Untuk itu, APPTHI menginisiasi penyusunan buku yang berjudul Segi
Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia. Buku yang akan disusun
ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indone-

sia, termasuk sebagai legacy sarjana hukum kepada masyarakat luas guna
menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan da-
rurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan

:::j;:;g“ﬂﬂ ::1;:1 rangka Jfleujelaslfan berbagai persoalan hukum de-

3_3“' isnya bagi generasi yang akan datang tentang keada-
an Indonesia di masa darurat akibat pandemi,

Jakarta, September 2020

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.
Ketua Umum APPTHI

SEGI HUKUM
: TERHADAP IMPUKAS| COVID-19 DI INDONESIA

para Kontributor

prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S., lahir pada 2 Desember 1957 di
Klaten, Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan
perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Guru Besar llmu Hukum. §-1 dari
Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian melanjutkan ke Sandwich Pro-
gram Ul-Universiteit Leiden, dan S-3 dari UGM Yogyakarta.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumate-
ra Selatan), pada 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), Magis-
ter Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009), dan Doktor
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Penulis memi-
liki pengalaman kerja yaitu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian
Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang

- Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perun-

dang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak
2008 hingga 2015, kemudian menjadi pengajar di Fakultas Hukum Uni-
versitas Tarumanagara sejak 2015 sampai dengan sekarang. Penulis juga
merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Karyanya antara
lain: Hukum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Gramata Publis-
hing, 2015), Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan (Sinar Grafika,
2015), Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara
(Sinar Grafika, 2017), Hukum Energi (Rajawali Press, 2019), dan Hukum
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Sinar Grafika, 2018).

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Lektor Kepala pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekretaris Badan Penjaminan
Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), peneliti senior Kolegi-
um Jurist Institute, managing partner Chandranegara & Prasetya: Solicitor,
Counsellor, & Attorney at Law, Ketua Bidang Riset Masyarakat Hukum Tata
Negara Muhammadiyah. Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, menyelesai-
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ai Pengurus Asosiasi Pengajar Huj.mm Taty
(APHTN-HAN) Provinsi Lam

tat sebag
Dosen Indonesia (FDI) Daerai;

Administrasi Negara
gai Pengurus Forum

wu. Selain itu terc
Negara dan Hukum
pung. Selanjutnya seba
Provinsi Lampung:

e H., anak dari pasangan Letkol. CZ] Ag;;
e, = Mm]lzhud]:i::a’lai': ';:;:L Desember 1970 di Singkawang, Ka(;-:
Rais dan IdaL Menﬂ;ah dengan saudara Umar Usman, S.H., mempuny;
n.]anm st bernama Raisya Augusta Putri (alm.), Yolanda Sepy;.
tiga orang putri yang Alamat Taman Gunter 1 Blok E1 Nomg,

i Talitha, dan Jenika Tri Lestari.
?né;ahumhan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung,

H., lahir di Pinrang 18 November 1980 merupakap,

dosen tetap yayasan Universitas Sawerigading Makas:_sar dengan pangkat
lektor kepala/golongan [IID. Memulai karier sebagai dosen dari tahyp
2005 sampai sekarang dan dipercaya jadi Dekan Fakultas Hukum Univer.

sitas Sawerigading Makassar sampai sekarang.

Dr. Asmah, S.H., M.

Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H., merupakan
akademisi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Balj,
jabatan penulis sebagai Ketua Program Studi S-2 Ihm.l Hukum. Riwayat
pendidikan yaitu lulusan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswti,
5-2 Ilmu Hukum di Universitas Udayana, dan S-3 Ilmu Hukum di Univer-

sitas Brawijaya.

Dr. Ismail Rumadan. Peneliti hukum dan peradilan pada Mahkamah
Agung RI dengan spesifikasi bidang kepakaran hukum perdata niaga. Te-
naga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan meng-
ampuh beberapa matakuliah di bidang Hukum Bisnis dan Metodologi Pe-
nelitian Hukum, pengampuh matakuliah Hukum Persaingan Usaha dan
Perlindungan Hukum Konsumen pada Program Pasacasarjana Universitas
Nasional. Mengajar matakuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal pada
Program Magister Notariat dan Program Magister Hukum Universitas Ja-
yabaya. Tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum
Indonesia (APPTHI) dengan posisi sebagai sekretaris jenderal. Terhimpun
sebagai anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI)
dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).

Ahmad, S.H., M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKAS| COVID-19 DI INDONESIA

Muhammadj)’ah Tangerang, managing partners pada Law Office Ahmad &
partners peneliti senior Kolegium Jurist Institute, Pengurus Masyarakat
Hukum Muhammadiyah.
d Rozi, S.H., M.H. Dosen Universitas Tarumanagara

. Raja Mohama -
A hukum dan kriminal Pusat Litbang Kejaksaan RL

Jakarta dan peneliti

Kartika, S.H., M.H., dilahirkan di Medan pada 27 Januari

akan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
ang S-2 pada 2013,

Fani Budi

1987 dan merup: : Ivers
Utara (UISU) pada 2009 dan menyelesaikan studi jenj
di Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan

mya
v merupakan dosen tetap di

konsentrasi hukum perdata. Saat ini penulis
Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Dekan

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan.

Fitri Yani, S.H., M.H., dilahirkan di Medan pada 10 Agustus 1981 dan
merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suma-
tera Utara (UMSU) pada 2005 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada
2015, tepatnya di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara (UMSU) pada konsentrasi hukum pidana. Saat ini penulis merupa-
kan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menja-
bat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Potensi Utama
Medan. Saran silaturahmi yang dapat digunakan yaitu: fanibudikartika@
gmail.com dan pidana80@gmail.com.

Auliya Khasanofa, S.H., M.H. Lahir pada 27 Januari 1983 di Jakarta,

menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Muhammadiyah Malang

(UMM), S-2 di MIH Universias Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan se-

dang berjalan S-3 di PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Pekerjaan sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Muhammadiyah Tang-
erang (UMT), dan dosen hukum tata negara. Aktif berorganisasi mulai
dari kampus di Komisariat “Supremasi” Ikatan Mahasiswa Muhammadi-
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titusi dalam memberi perlindungan sosial dan kesejahteraan pada mas
pandemi Covid-19 sangat penting dilaksanakan untuk memberi protec
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gahwa fungsi perlindungan oleh pemerintah saat situasi melawan
o0 119 saat ini menjadi sangat penting. Perlindungan harus diupaya-
ot 4alam bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yaitu pembuatan payung
jan lasl yang melindungi kelompok rentan risiko bencana, pembangunan
s w'plhnk kepada perlindungan warga negara yang terdampak oleh
!ﬂm‘ pemberdayaan kepada korban terdampak oleh bencana yang
:;ﬂ.]um perilindungan serta pelayanan yang prima/non diskriminatif

rerhadap Warga Negara.
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